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KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANDG

KODE KOMPOMNEN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim MNomor 20
Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daersh Kabupaten Muara Enim, Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretrajat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Muara Enim, maka di pandang periu digdakan
pengaturan kode komporien df fingkungan Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.

bahwa urfuk pengsturan kode komponen sebagaimana di
raksud huruf a perly ditetapkan Keputussn Bupati Muara Enim
tenkang Kode Komponen pada Pemerintah  Kabupaten Muara
Enim. _

Undang-undang Republill Indonesia Nomor 28 Tahun 1952
tentang Pembentukan Daerah Tinghkat II dan Ketapraja di
Symaters Selatan { Lembaran Hegara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 1821 ) ;

Undang-undang Republik Indonesia Momor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Rapublik
Trdonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz Nomer 3839 ) ;

Undang-undang  Republik Indonesia Momor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah { Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1599
Momor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
MNomeor 3848 ) ;

4 Undang ...




4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nemor _3‘041} sebagaimana tefah di ubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3890 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tantang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagal Deerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952} ;

6. Peraturan Pemunntnh Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daersh ( Lembaran
MNegara Republik Tndonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerimtah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;

9. Peraturan Deerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000
ttntannguﬂmmDmamsmdanTml{ma&hm
Daerah Kabupaten Muara Enim ;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
datam Kabupaten Muara Enim ;

11 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis
. Daerah dalam Kabupaten Muara Enim ;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nemor 21 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekrefariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG KODE KOMPONEN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :
1. Daerah adaiah Kebupaten Muara Enim.

2. Pemerintah adalab Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
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Waldl Bupati adalah Waldl Bupati Muara Enim.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muars
Enim.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

Lembaga Teknis Daerah adaiah Lembaga Teknis daerah Kabupaten
Muara Enim.
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Pasal 2

{1} Kode komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaben Muara Enim
sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

() Kode Komponen pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
menggunakan angka romawi dan singkatan sesuai dengan unit kerja
yang ada dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3
Kode Komponen pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dicantumban
pada setiap Nomor Surat yang dikeluarkan oleh masing-masing unit
herja.

Pasal 4

Hal — hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati,

Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetaplan di Muara Enim
pada tanggel 1 Med 2001
BUPATI MUARA ENIM
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paca tanggal 1 Med 2001
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NOMOR 1§ TARTH 2001

TANGGAL 4 MEX 2061,
KODE KOMPONEN SEKRETAREAT DAERAH KABUPATEN MUUARA ENIM
1. Baglan Tata Pemerintahan I
2. Baglan Pemerintahan Desa n
3. Baglan Hukum T
4. Bagian Organisasi Iy
5. Bagian Keselahteraan v
. Bagian Umum VI
7. Bagian Ekonomi dan Pembangunan VII
8. Bagian Keuangan VIII
9. Bagian Kepegawaian I
KODE KOMPOMEN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAIYAT DAERAH KABUPATEM MUARA ENTM Setwan
KODE KOMPONEN DINAS DAERAH DALAM KAEBUPATEN MUARA ENIM
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perta
2. Dinas Peternakan dan Perlkanan Makican
3. Dinas Pertambangan dan Energi Tamben
4, (inas Perkebunan dan Kshutanan Bunhut
5. Dinas Perinustrian, Perdagangan dan Koperas ' Perindakop
6. Dinas Tenaga Kerja dan Tmmrnlyzﬁi Makertrans
7. Dinas Kesehatan Kes
8. Dinas Pendidikan Nasional Diknas
9. Dinas Pertanahan : Pertanahan
10. Dinas Cipta Karya dan Pengairan CKP
11. Dinas Bina Marga BM
12. Dinas Perhubungan Perhub
13. Dinas Pendapatan Daerah Penda
14. Dinas Lingkungan Hidup LH
XODE KOMPONEN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
1. Badan Perencanaan Daerah Bapada
4. Badan Pengavasan Daerah Bawasda
3. Kantor Kesatouan Bangsa Kesbandg
4, Kantor Perlindungan Masyarakat dan
Polisi Pamang Praja Linmas PP
5. Kantor Pengelolaan Data dan Arsip PDA .
6. Kantor Pendidikan dan Lathan Ditdat
7. Kantor Pendaftaran Penduduk - Pertduk
8. Kantor Penerangan : Pen
9, Kantor Perpustak@an Umum Taeran . Perpusda
10. Kantor Pariwisala Seni dan Budaye Parssbud
11. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pamasy
.
AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangian - dl --Muara Enim
pada tanggal 1

SEWRETARIS KABUPATEN
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